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BAB (
CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governarnce merupakan proses dan
¢ yang digunakan untuk mengarahkan dan

mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam
ka  meningkatkan  kemakmuran bisnis  dan
ntabilitas  perusahaan dengan tujuan utama
judkan nilai pemegang saham dalam Jangka
jang dengan tetap memperhatlkan kepentmgan
eholders yang lain. Penerapan good corporate
ance ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan
sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
ang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum
industri perbankan dalam rangka mencitrakan

perbankan yang sehat. Selain ity pénerapan good
fe govemnance di dalam perbankan diharapkan
berpengaruh terhadap  kinerja perbankan,

agod Co orate

over 1




BAB 1

RPORATE 7 CORPORATE GOVERNANCE
Corporate governance merupakan proses dan
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dkan nilai pemegang saham dalam jangka
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yang lain. Penerapan good corporate
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N MASALAH at buruk, melindungi kepentingan stakeholders
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dikarenakan Pe€nerapan comorate governance ini dapat
meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat
tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan
diri sendiri.

Pada dasarnya isy tentang comorate governance
dilatarbelakangi oleh agency theory yang menyatakan
permasalahan agency muncul ketika pengelolaan suaty
perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai
pemasok modal perusahaan mendelegasikan
Wwewenangnya atas pengelolaan Perusahaan kepada
professional Mmanagers. Akibatnya, kewenangan untuk
menggunakan sumber daya yang dimiiki perusahaan
sepenuhnya ada dj tangan eksekutif. Ha] itu menimbulkan
kemungkinan terjadinya mora/ hazard dimana manajemen
tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik
karena adanya perbedaan kepentingan  (conflict of
interest). -Méka untuk mengatasi pPermasalahan agency,
pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap
sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai good
Corporate governance dibutuhkan suaty mekanisme cara
kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh
kebijakan yang diambil. Mekanisme Corporate governance
merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan
yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan
dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan

2 Hais Dama
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terhadap keputusan tersebut (Walsd
dalam Arifin, 2005).

dan Seward, 1990

Dalam penelitian Sam’anj (2008) memberikan bykti
bahwa mekanisme corporate

kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris,
ukuran dewan direksi, komi

governance yang meliputi

te audit dan rasio leverage
Secara signifikan bepengaruh terhadap kinerja. Akan
fetapi untuk variabel komisaris inde

diperoleh tidak Sesuai harapan
Love (2002) dalam Darmawat;,

adanya hubungan positif anta

Penden, hasi yang
(kontradiktif). Klapper dan
dkk. (2005) menemukan

fa corporate governance
dengan kinerja Perusahaan yang i

=ssets (ROA) dan Tobin’s Q. Penemuan penting lainnya
2dalah bahwa Penerapan comorate govemance di tingkat
#erusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang
@bandingkan dalam N€gara maju. Ha| tersebut

bahwa perusahaan yang menerapkan
rate govemance yang baik

at yang lebih besar di
ngan hukumnya buryk.

ukur dengan return on

akan memperoleh
Negara-negara yang

Dari penelitian yang telah ada selamag kurun wakty
h tahun terakhir setelah krisis yang terjadi di Asia,

Penelitian  yang dilakukan
aan

terfokus pada

non-keuangan untuk

ati praktik tata kelola perusahaan (Wallace dan
2005). Penelitian mengenai mekanisme tata kelola
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perusahaan itu sendiri dilakukan oleh Zulkifli dan Samad
(2007), yang dalam penelitiannya mengkaji tentang
perbedaan tata kelola perusahaan perbankan dan non-
keuangan. Bukti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
antara mekanisme tata kelola perusahaan untuk sektor
keuangan seperti perusahaan perbankan dan perusahaan
nonkeuangan. Bukti lain juga menunjukan adanya suatu
masalah moral hazard dalam operasional perusahaan
perbankan seperti transfer pricing, asset Stripping,
mempekerjakan anggota keluarga, dan alokasi kredit yang
tidak semestinya yang menyebabkan dampak negatif
pada kinerja bank (Zulkifli dan Samad, 2007 dalam
Praptiningsih, 2009).

Provinsi Gorontalo yang merupakan propinsi
termuda yang terbentuk sejak tahun 2000 hasil mekaran
dari propinsi SULUT. Perkembagan perbankan di daerah
ini mengalamai pening;katén yang sangat tajam dari tahun
ke tahun. Tercatat bahwa sejak tahun 2010 sd 2013
jumlah bank yang ada di provinsi Gorontalo sebanyak 11
Bank Umum Konvensional, 3 Bank Umum Syariah, 4
Bank Perkreditan Rakyat (BPR. Dari jumlah tersebut
jaringan kantor Bank di Provinsi Gorontalo terdiri dari 15
kantor cabang, 28 kantor cabang pembantu, 14 kantor
kas, dan 22 kantor unit. Sedangkan jaringan kantor BPR
tediri dari 4 kantor pusat, 4 kantor cabang dan 2 kantor
kas. Jika ditinjau dari fungsi intermediasinya prestasi

4  Hais Dama
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perbankan di Provinsi Gorontalo hingga triwulan | — 2013
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yang
tercermin dari indikator angka Loan To Deposite Ratio
(LDR) sebesar 164,95% untuk kategori bank umum, dan
129,31% untuk kategori BPR, artinya bahwa dana yang
feserap perbankan seluruhnya tersalurkan ke dunia
usaha. Sementara jika dibandingkan dengan serapan
dana pihak ketiga (DPK) sampai dengan triwulan | — 2013
DPK yang terhimpun sebesar 21,57% untuk kategori bank
umum dan 40,97% untuk kategori BPR. Namun
demikianangka tersebut menunjukkan bahwa
penghimpunan dana /DPK oleh perbankan masih perlu
mendapatkan perhatian lebih.

Dari data tahunan Bank Indonesia Cabang
Gorontalo, jika ditinjau dari aspek stabilitas sitem

perbankan di Gorontalo hal yang perlu mendapat

“perhatian adalah resiko likuiditas, sedangkan resiko kredit

g@an resiko pasar realtif terkendali. Persentasi kredit
Dermasalah khusunya pada bank umum sampai dengan
Swulan | — 2013 masih berada pada batas kewajaran
i dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia,
pi  besarnya Loan To Deposite Ratio (LDR) berada
ambang yang tidak wajar yaitu mencapai angka
95% yang akan berpotensi pada. ketersediaan
iditas perbankan. Demkian juga dengan keberadaan

bermasalah atau Non Performing Loans (NPLs)

ood Corporate
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pada bank umum menunjukkan angka 3,31% yang masih
dalam tingkat kewajaran, namun terjadi peningkatan
dibandingkan dengan trieulan yang sama pada tahun
sebelumnya yakni 2, 06%. Angka ini menunjukkan bahwa
penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi Gorontalo
masih tergolong cukup baik namun masih periu

memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Dari berbagai persoalan tersebut diatas, perhatian

utama terhadap kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo
adalah  perlu  peningkatan utamanya dari segi
pengelolaannya (manajemen) seperti pengelolaan non
keuangan (Good Corporate Governance). Oleh sebab itu
dasar dari pelaksanaan penelitian ini adalah fokus pada

bagaimana pelaksanaan Good Corporate
Governanceperbankan di Provinsi Gorontalo dalam

menunjang dan meningkatkan kinerjanya.

-
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BAB I1I
PERKEMBANGAN TEORI GOOD
CORPORATE GOVERNANCE

Kebangkrutan beberap peusahaan besar seperti
Enron, WorldCom, Tyco International dil diakhir tahun
1 dlanggap sebagan fondasi penting era corporate
ernancé di dunia. pada dasarnya perusahaan tersebut
menerapkan konsep corporate governance namun
berdaya dalam melindungi perusahaan-perusahaan
ut dari kebangkrutan.beberapa saat setelah tragedi
2002 kongres Amerika mengesahkan undang-undang
the sarbanes-oxley Act of 2002 yang dikenal
i the public Company Accounting Reform and
protection Act of 2002. :
yang paling penting berkenaan dengan corporate
ce di Amerika yang mewajibkan seluruh

Ini adalah reformasi

ood Co orate

overment 7’




perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang tunduk
kepada aturan the Security and Exchange Commision
(SEC)  untuk mematuhinya.  Maksudnya  seluruh
perusahaan yang terdaftar (listed companies) harus
mematuhi seluruh persyaratan yang termaktub dalam
SOX. Para pendukung mandatory model mengatakan
bahwa SOX merupakan jalan cepat dalam penyelesaian
persoalan yang sedang dihadapi.

Di Indonesia sejarah perkembangan corporate
governance berhubngan erat dengan krisis finansial di
‘Asia Selatan tahun 1997. Krisis yang dimulai dari Thailand
terus menyerbu philiphina, Indonesia, Malaysia dan Korea
Selatan. (Kingasley, 2004). Bencana ini sungguh suatu
yang tak terduga. Bencana ini datang melanda hanya
beberapa bulan setelah The World Bank mengeluarkan
laporannya tentang macan ekonomi Asia.
A. Konsep Dasar Good Corporate Governance

Corporate governance muncul karena terjadi
pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian
perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah
masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam
hubungannya antara pemilik modal dengan manajer
adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan
bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau
diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan

8 Hais Dama

sehingg:=
governz
keagenz-
2003).
M=

menjelz:
Accour:
Particip -
Commir=
lembag=
struktur
mengelo:

peningk==




- yang tunduk
e Commision
nya seluruh
panies) harus
naktub dalam
2l mengatakan

) penyelesaian

jan corporate
is finansial di
3i dari Thailand
ysia dan Korea
sungguh suatu
relanda hanya

mengeluarkan

-

‘nance
karena terjadi
pengendalian

dengan istilah

agenan dalam
ngan manajer
m memastikan
ambil alih atau

menguntungkan

sehingga tidak mendatangkan  return.

governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan

Corporate

keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara,
2003).

Menurut ADB  (Asian Development  Bank)
menjelaskan bahwa GCG mengandung emat nilai utama:
Accountability, Transparancy, Predictability = dan
Participation. Pengertian lain datang dari Finance
Committee on Corporate Governance Malasyia. Menurut
lembaga tersebut GCG merupaka suatu proses serta
struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus
mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah
peningkatan  pertumbuhan  bisnis  dan akuntabilitas
sahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan

saham dalam jangka panjang tetapi tetap

perhatikan kepentingan para stakeholder lainnya.

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata
perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat
dan prosedur yang menjamin manajer untuk
pkan  prinsip-prinsip berbasis
ssel Committee on Banking Supervision-Federal

manajemen

€ menetapkan bahwa bank merupakan suatu

n kritis ekonomi.Mereka menyediakan
aan perusahaan komersial, layanan keuangan
untuk segmen yang luas dan akses sistem

ran (Brigham dan Erhardt, 2005).Pentingnya
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bank ekonomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan meka-

bahwa perbankan secara universal sebuah industri terset
regulator dan bank memiliki akses ke jaring pengaman ® " Adan,
pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank harus sebac-
memiliki tata kelola perusahaan yang kuat seliiry-
Good Corporate Governance secara umum dikenal hal yz-
sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk perus=
mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai intern:=
pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak penge -
yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), penga. -
seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, para p=-
pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip good > Adany-
corporate governance ini dapat digunakan untuk -
melindungi pihak-pihak minoritas dari 14 wakiu
pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan Kemuc=
- pemegang saham dengan .mekanisme legal. ~ keputus=
Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa Perubaley
aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam menikmas
kalangan di dunia bisnis, yakni: dalam pes
> Adanya keseimbangan hubungan antara organ- > Ada pedss
organ perusahaan diantaranya Rapat Umum saham. &=
Pemegang Saham (RUPS), Komisaris Direksi dan PeMegang
Direksi. Keseimbangan ini mencangkup hal-hal yang informas &
berkaitan dengan struktur kelembagaan dan Penyamgss
menguriss
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Rapat Umum
ans Direksi, dan
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embagaan dan

mekanisme operasional ketiga organ perusahaan
tersebut (keseimbangan internal).

Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan
sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada
seluruh stakeholder. Tanggung jawabini meliputi hal-
hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara
perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan
internal). Di  antaranya, tanggung  jawab
pengelola/pengurus perusahaan, manajemen,
pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada
para pemegang saham dan stakeholders lainnya

Adanya hak-hak pemegang saham  untuk
mendapatkan informasi yang teapat dan benar pada
waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan

- keputusan mengenai perkembangan- straiegisdan

perubahan mendasar atas perusahaan setrta ikut
menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan
dalam pertumbuhannya.

Ada perlakuan ynag sama terhadap paa pemegang
saham, terutama pemegang saham minoritas dan
pemegang saham asing melalui keterbukaan
informasi yang material dan relevan serta melaang
penyampaian informasi untuk pihak yng bias

menguntungkan orang dalam.

ood Corporate
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Naja (2008) pada dasarnya corporate governance
dapat ditelusuri dari perkembangan agency theory yang
mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang
terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan
dan kreditur) akan berperilaku, karena mereka pada
dasarnya mempunyai kepentingan yang berbeda.
Masalah good comporate govemance timbul karena
terjaadi  permasalahan antara kepemilikan  dan

pengendaiian perusahaan.

5 Ada beberapa hal menarik dari penjelasan tersebut.
Pertama, bahwa pemilik perusahaan dapat terbagi
menjadi dua kelornpok, yaitu controlling shareholder dan
miniority  shareholoders, yang dapat saja terjadi
ketidakselarasan kepentingan. Kedua, masalah keagenan
antara manajer dengan shareholders dapat terjadi, tetapi
masalah tersebut akan lebih banyak terjadi pada
perusahaan yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi
seperti di Indonesia (owner-controlled). Ketiga, sistim
corporate governance yang baik seharusnya dapat
memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan
direktur. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat

mekanisme ekonomi dan mekanisme (penegakan) hukum.

Menurut Alijoyo (2004) dalam penelitian Naja .(2004)
dalam arti sempit pada dasarnya good cormporate
governance berbicara tentang dua aspek yakni

12 Hais Dama
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~ dapat terbagi
shareholder dan
it saja terjadi
asalah keagenan
pat terjadi, tetapi
k terjadi pada
if terkonsentrasi
). Ketiga, sistim
harusnya dapat
gang saham dan
dilakukan lewat
negakan) hukum.

litian Naja (2004)
good corporate
,  aspek yakni

governance  structure atau board  structure dan
governance process atau govemance mechanism pada
perusahaan. Kesimpulannya good corporate governance
adalah serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan sesuai dengan harapan para
pihak yang berkepentingan lainnya. Zuang et. Al (2000)
dalam Utami (2011) menjelaskan bahwa sistem corporate
governance tersebut terdiri dari:

1. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan
antara pemegang saham, manajer, kreditur,
pemerintah dan stakeholders yang lain (peraturan
yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak —
pihak tersebut)

2. Berbagai mekanisme yang secara langsung atau
pun tidak langsung menegakkan peraturan -
peraturan tersebut.

Barridwan (2001) dalam Surya dan Yustiavandana
corporate governance diartikan sebagai mekanisme
lolaan perusahaan untuk memastikan bahwa
jemen selalu bertindak demi kepentingan pihak —
yang terkait dengan perusahaan, sehinggga
olaan perusahaan akan selalu diarahkan pada
katn nilai perusahaan.

Sejalan dengan pengertian tersebut Ruru (2000)
Surya dan Yustiavandana (2011) good cormporate
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governance pada dasarnya merupakan suaty mekanisme
yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan
berdasarkan rules yang menaungi perusahaan seperti
anggaran dasar (articles of association) serta aturan-
aturan tentang perusahaan (UU PT), dan aturan-aturan
tentang  kegiatan perusahaan dalam menjalankan

usahanya.

Dengan demikian good corporate governance bukan
hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan
dengan para pemiliknya (shareholders) tetapi juga (dan
terutama) dengan para pihak yang mempunyai
kepentingan dengan perusahaan (stakeholders). Good
Corporate governance akan menyeimbangkan berbagai

kepentingan para pPemegang saham.

Tunggal (2002) dalam Surya dan Yustiavandana
(2006) good corporate governance adalah ‘hubungan
antara stakeholders yang digunakan untuk menentukan
arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan.
Bagaimana perusahaan memonitor dan mengendalikan
keputusan dan tindakan manajer puncak, yang disebut
governancemechanism, menyelaraskan kepentingan
manajern dan Peémegang saham, dapat menghasilkan
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. :
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Dari berbagai pengertian good corporate governance
tersebut, maka ditemukan 2 (dua) unsur good corporate
governance, yaitu:

. Internal Perusahaan

a. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan

adalah pemegang saham, direksi, dewan
komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja,
sistem remunerasi berdasar kinerja, dan
komite audit. 6

. Unsur yang selalu diperlukan di dalam

perusahaan  adalah  keterbukaan dan
kerahasiaan, transparasi, accountability,
fairness, aturan dari code of conduct.

2. Eksternal Perusahaan

a. Unsur yang berasal dari luar perusahaan

_adalah kecukupan. _ undang-undang.

dan perangkat hukum, investor, institusi
penyedia informasi, akuntan publik, institusi
yang memihak kepentingan publik bukan

golongan, pemberi pinjaman, dan pengesah
legalitas.

. Unsur yang selalu diperlukan  diluar

perusahaan adalah, aturan dan code of

conduct, fairess, accountability, dan jaminan
hukum.

ood Corporate
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Selain  unsur-unsur tersebut, juga dapat
dikemukakan model GCG, yaitu:

1. Principal Agen Model, atau dikenal dengan Dalar-
agency theori, yaitu korporasi dikelola untuk kelola per.
memberikan win-win solution bagi pemegang dapat  me-
saham sebagai pemilik di satu pihak dan Menyelaras
manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam
model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate B. Prinsi d--
governance suatu perusahaan akan direfleksikan
secara fisik dalam bentuk sentimen pasar (yaitu: il

V -
pasar modal, pasar produk dan pasar input) i 7arce -
. : seluruh jajz-=

2. The Myopic Market Model, masih memfokuskan

. : . =rendah ur-.
perhatian pada kepentmgan-kepentmgan
: . " 2arni itu selu-.
Peémegang saham dan manajer, yaitu sentimen "
pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pnSIp good 2
lain diluar Corporate governance. Oleh karena "e"??f"'t“' o0
-
itu, principal dan agen lebih berkonsentrasj pada i PaonG
"TARF), yaitu

keuntungan jangka pendek.

3. Stakeholders Model, yang memperlihatkan 3. Transpzr=

kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan mengemuss
korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai serta  ke=mn
tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pPengamaia
pemegang saham, manajer harus b. Accountzss
memperhatikan adanya batasan - batasan yang fungsi, smw

timbul dalam lingkungan di mana mereka
masalah etika dan

beroperasi, diantaranya :
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nanajer harus
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asalah etika dan

moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkngan

hidup sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
Dalam penelitan Armand (2008) Pedoman tata
kelola perusahaan adalah mekanisme perusahaan yang
dapat mengurangi biaya keagenan dan lebih baik

menyelaraskan kepentingan papan dan pemasok modal.

B. Prinsi dasar dari Good Corporate Governance

Salah satu pilar penting dalam good corporate
governance di perbankan adalah komitmen penuh dari
seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang
ferendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka
dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi
prinsip good corporate governance.Prinsip-prinsip yang
mengatur good corporate govemance, diantaranya seperti
Transparency, Accountability, Respohsibility, dan Faimess
‘TARF), yaitu:

a. Transparency (Transparansi), Keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan

8. Accountablity (Akuntabilitas) Merupakan kejelasan

fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban

ood Corporate
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organ perusahaan sehingga pengelolaan

perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban) Adanya
kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank
terhadap prinsip korporasi yang sehat seta peraturan

perundangan yang berlaku.

d. Faimess (Kesetaraan dan Kewajaran) Keadilan dan
kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan

- perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan
bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas
maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

C. Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

GCG dapat memberikan kerangka acuan yang
memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga
dapat tercipta mekanisme checks and balance di
perusahaan. Pelaksanaan Corporate Governance yang
baik adalah merupakan langkah penting dalam
membangun kepercayaan pasar (market convidence) dan
mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil,
bersifat jangka panjang. Menurut Bassel Committee on
Banking Supervision, tujuan dan manfaat good corporate

governance antara lain sebagai berikut:
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erta peraturan
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3ham minoritas
a atau setara.
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| _acuan yang
ktif, sehingga

balance di
2rnance yang
nting dalam
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g lebih stabil,
ommittee on
bod corporate

1. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena
penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya
Pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya
suatu masalah

2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari
Manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir
resiko.

3. Memaksimalkan nilaj saham perusahaan, sehingga
dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik
dalam jangka panjang

4. Mendorong pengelolaan  perbankan secara
professional, transparan, efisien serta
memberdayakan fungsi  dan meningkatkan
kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS

5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi,

Pemegang saham dalam membuat keputusan dan
menja'lank'anutindak'an dilandasi moral yang tinggi

dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang
berlaku.

8. Menjaga Going Concemn perusahaan.

Menurut Raka (2000) dalam Surya  dan
lavandana (2008) ciri-ciri good corporate governance
I atas partisipasi, penegakkan hukum,.transparasi,
gapan, orientasj konsensus, Persamaan, efektivitas
efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.
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Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri tersebut di atas
tarangkum dalamprinsip-prinsip international tentang good
corporate governance, yang dikemukakan forum for

corporate in indonesia, yaitu:

a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus
diberi informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut
berperan serta dalam pengambilan keputusan
mengenai perubahan-perubahan yang
mendasar atas perusahaan, dan turut
memperoleh bagian dari keuntungan
perusahaan.

b. Perlakuan sama terhadap para pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing,
dengan keterbukaan informasi yang penting
-serta melarang pembagian untuk pihak sendiri
dan perdagangan saham oleh orang dalam
(inside trading).

c. Peranan pemegang saham harus  diakui
ssebagaimana ditetapkan oleh hukum dan
kerjasama yang efektif antara perusahaan serta
para pemegang kepentingan saham dalam
menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan
perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada
waktunya serta transparasi mengenai semua
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hal yang penting bagi kinerja perusahaan,
kepemilikan, serta para pemegang kepentingan
(stakeholders).

e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen,
pengawasan manajemen serta
pertanggungjawaban kepada perusahaan dan

para pemegang saham.

Tunggal (2000) dalam Surya dan Yustiavandana
(2006) prinsip-prinsip good corporate governance
adalah :

a. Faimess, vyakni perlindungan kepentingan
minority shareholders dari penipuan,
kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan
oleh orang lain dalam (shelfdealing atau insider
trading).

b. Transparancy, - yakni keterbukaan - daiam
melaksanakan suatu proses kegiatan
perusahaan. Dengan transparasi, pihak-pihak
yang terkait akan dapat melihat dan memahami
bagaimana dan atas dasar apa keputusan-
keputusan tertentu dibuat serta bagaimana
suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut
tidak berarti bahwa masalah-masalah strategis
harus dipublikasikan, sehingga akan
mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.
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c. Accountability, yakni pertanggungjawaban atas prinsip goc

pelaksanaan atas fungsi dan tugas-tugas sesuai 'enam) lanc
dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh 1. D:
organ perseroan. Dalam hal ini direksi serta s
manajer bertanggungjawab atas keberhasilan bt
pengawasan dan pemberian nasihat kepada r

direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. .
Pemegang saham bertanggung jawab atas 2 g

keberhasilam perusahaan. -

d. Responsibility, yakni pertanggungjawaban atas ke
perusahaan sebagai dari masyarakat kepada sehy
stakeholders dan lingkungan di mana .
perusahaan itu berada. jus=

e. Disclosure, yakni keterbukaan dalam priz=
mengungkapkan informasi yang material dan 3" Bami
relevan mengenai perusahaan. Disclosure erat _ ada
- kaitannya dengan transparansi, yaitu -
perusahaan atau perseroan harus dapat _—
memberikan informasi atau laporan yang akurat 4. Tandl
dan tepat waktu mengenaai kinerja perusahaan. —-—

f. Independency, yakni sebagai keadaan dimana 5. Tanas
perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan disatl
pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme =
korporasi. akusi

Menurut Alfonso dalam Supryanto (2003) dalam diszmp

penelitian Tjondro (2011) dalam menjalankan prinsip- tersamm
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prinsip good corporate governance tersebut terdapat 6
(enam) langkah yang harus dilakukan perusahaan:

pgiawaban atas
zs-tugas sesuai
ki oleh seluruh
ni direksi serta
s keberhasilan
nasihat kepada

an perusahaan.

1. Dalam hal memilih orang-orang yang duduk
dijajaran manajemen, karena bila perusahaan
bisa mendapatkan manajemen yang
profesional, maka perusahaan tersebut akan
mampu berjalan dengan baik.

g jawab atas 2. Soal integritas dari manajemen tersebut, sebab

meskipun  manajemen  tersebut  memiliki
ngjawaban atas

yarakat kepada
an  di mana

kehandalan dan profesional dalam mengelola
sebuah perusahaan, namun bila tidak memiliki
integritas yang baik maka perusahaan tersebut

justru akan dimanfaatkan untuk kepentingan

skaan dalam pribadi orang atau profesional tersebut.

g material dan 3. Bagaimana tanggungjawab manajemen yang

Disclosure erat ada dijajaran direksi, sebab mereka inilah

yaransi, yaitu
harus dapat

orang-orang kunci yang menentukan maju-

mundurnya perusahaan tersebut dijalankan.

oran yang akurat 4. Tanggungjawab dari dewan direksi kepada

rja perusahaan. komite audit perusahaan.

ceadaan dima 5. Tanggungjawab dari format akuntansi yang

uh atau tekan disampaikan dalam laporan keuangan tersebut
1gan mekanis sesuai dengan kaidah-kaidah buku dibidang
akuntansi, dan laporan tersebut tidak boleh

> (2003) dal disampaikan dengan maksud-maksud

alankan prinsi tersembunyi.
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6. Bagaimana sebuah perusahaan  memilik
tanggungjawab terhadap perjanjian-perjanjian
yang telah dibuatnya, seperti kesepakatan kerja
dengan para karyawannya secara adil dan

berdasarkan asas kesetaraan.

D. Mekanisme Good Corporate Governance

Praktek good corporate governance dalam penelitian

ini diukur melalui kepemilikan institusional, komisaris
independen, dan komite audit. Berikut penjelasannya:
1. Kepemilikan Institusional

Investor institusional sering disebut sebagai investor
yang canggih (sophisticated) sehingga seharusnya
lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang
dalam memprediksi laba masa depan dibanding
investor non instusional. Hasil penelitian Jlambavo et al
yang dijelaskan datam penelitian Vmola menyatakan
bahwa ada efek feedback dari kepemilikan instusional
yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang
dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut
efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan
meningkatkan pengelolaan iaba tetapi jika pengelolaan
laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunis
maka kepemilikan institusional yang tinggi akan
mengurangi earmings management (Herawaty, 2007).

Dalam p-
institusic-
dimiliki c -
dengan -
institusi t=

. Komisari-

Pada da-:
dalam
melaksar -
semata-n =
pengaruh
komisaris -
iklim yang =
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dan kepe—
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Untuk e
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30% dari s=u
(satu) oranz
nomor kep-3
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memiliki

adil dan

dalam penelitian
komisaris

melasannya:

sebagai investor
woga seharusnya
periode sekarang
jepan dibanding
an Jiambavo et al
'néla mehyatakan
milikan instusional
lzaan laba yang
aan laba tersebut
| yang tinggi akan
i jika pengelolaan
persifat oportunis
ang tinggi akan
Jerawaty, 2007).

Dalam penelitian Pagalung dan Jao (2011) kepemilikan
institusionaladalah jumlah persentase hak suara yang
dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional diukur
dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh

institusi terhadap seluruh modal saham perusahaan.

. Komisaris Independen

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independent,
dalam pengertian mereka diharapkan mampu
melaksanakan tugas-tugasnya secara independen,
semata-mata demi kepentingan perusahaan, tanpa
pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Keberadaan
komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan
iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan
(faimess) diantara berbagai kepentingan perusahaan
dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama
dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.
Untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris
ndependen, jumlah komisaris independen paling sedikit
% dari seluruh jumlah komisaris atau paling sedikit 1
) orang (tertera pada peraturan dalam surat direksi
or kep-305/BEJ/07/2004).

urut Surya dan Yustiavandana (2008) Istilah
enden pada komisaris independen maupun direksi
nden menunjukkan keberadaan mereka sebagai
dari pemegang saham independen (minoritas)

juga mewakili kepentingan investor. Komisaris
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independen adalah komisaris yang bukan merupakan
anggota manajemen, pemegang saham mayoritas,
pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan pemegang
saham mayoritas dari suatu perusahaan yang
mengawasi pengelolaan perusahaan.

3. Komite Audit
Gagasan dasar dalam pembentukan komite audit

adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam
melakukan pengawasan. Dalam rangka
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik
(good  corporate  governance), BEI mewajibkan
perusahaaan tercatat wajibb memiliki komisaris
independen dan komite audit. Keanggotaan komite
audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang
diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat
sekaligus menjadi ketua komite,“sedangkan pihak lain
adalah pihak ekstern yang independen dan minimal
saiah seorang memiliki kemampuan di bidang
akuntansi dan keuangan (tertera pada peraturan dalam
surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004).

Surya dan Yustiavandana (2006) Komite audit adalah

organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan
Good corporate governance. Komite audit adalah suatu
komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota
dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasa'
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dari kalangan [uar dengan berbagai keahlian,

merupakan

mayoritas, pengalaman, kualitas lainnya yang dibutuhkan guna
berhubungan mencapai tujuanaudit. Komite audit harus bebas dari
pemegang pengaruh direksi, eksternal auditor, dan hanya

aan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

4. Kinerja Perbankan

Penilaian  kinerja perusahaan  bertujuan  untuk
i ite. audit mengetahui efektivitas operasional perusahaan.
pmisaris dalam Kinerja merupakan Peéngawasan terus menerus dan
am rangka pelaporan penyelesaian program. terutama kemajuan
bn yang baik terhadap  tujuan yang  telah ditetapkan

sebelumnya.Pada dasarnya tujuan dari pengukuran
kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja

I mewajibkan
gki  komisaris

wotaan komite perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja
wota,  seorang perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan
sah;an tercatat pengendalian atas kegiatan_operasionalnya agar dapat

bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu,
pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan

gkan pihak lain

n dan minimal

B bidaid sitrategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan
an

- — perusahaan.Nilai perusahaan pada dasarnya dapat
=ra
%) diukur  melalui beberapa aspek, salah satunya

adalahdari aspek harga pasar saham perusahaan
¥arena harga saham perusahaanmencerminkan
nilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang

t= audit adalah
m pelaksanaan
dit adalah suatu
, lebih anggota
t dapat berasal

iliki. Nilaiperusahaan akan tercermin dari harga
r sahamnya.
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Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap
stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah.
mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan
yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga
kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasya
yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan
baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang
dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking
regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai

sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. IDENT.
) Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini PEL -
merupakan salah satu indicator naiknya kepercayaan GOK‘;I,:—\{—;
masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kinerja h
perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan Salz-
tingkat kesehatan bank.Tingkat kesehatan bank dapat system p=-
dinilai dari beberapa indikator.Salah _satu Iindicator sengaturz-
utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan sebagaim:
keuangan bank yang bersangkutan.. Oleh karena itu mplemer—
Bank Indonesia mengeluarkan  Peraturan Bank membantv.

Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 menjadi
serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran serbankar
Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. umumnya =

Sank Indom

dengan ace

Otoritas =

¥=wenangar
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BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI
GORONTALO

Salah satu persyaratan pokok dari tumbuhnya

system perbankan yang sehat dan kuat adalah adanya
pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif,
sebagaimana dalam t.eori manajemen dikatakan bahwa
lememntasi manajemen yang efektif dan efisien dapat
bantyu suatu perusahaan dalam mencapai apa yang
jadi tujuan perusahan tersebut. Para pengamat
ankan berpendapat bahwa di Indonesia pada
mnya proses pemberian status independen pada
Indonesia berjalan lambar dan berbelit, apalagi
n adanya lembaga independen lainnya seperti
(OJK)

angan pengawasan bagi dunia perbankan. Dalam

itas Jasa Keuangan yang mengambil
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adalah ba-

pembagian fungsinya antara Bank Indonesia dan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dikatakan bahwa, Bank Indonesia dalam me -
melakukan pengawasan dan pengendalian moneter dari Kinerja p-
segi makroprudensialnya, sedangkan OJK melakukan makropruc:
pengawasan moneter dari segi mikroprudensial. Artinya, Sala-
dalam hal pengawasan perbankan secara individu tidak Corporate

lagi melibatkan Bank Indonesia, melainkan sudah Tansparas-
menjadi tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan Sorontalo

(OJK). membanty -

Pada dasaranya pembentukan lembaga utama adal:-
‘pengawasan mandiri seperti Otoritas jasa Keuagan siatus cab=-
bertujuan agar pengaturan dan pengawasan perbankan ‘ndonesai
akan berjalan lebih efektif dan cepat serta tidak berbelit. angsung k=
kenyataannya bahwa justru sebaliknya, bahkan sangat ndikasinya =
tidak / kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan = Provinsi g
perekonomian suatu daerah. Seperti halnya yangada di wajar yakn -

" Provinsi Gorontalo. Dari data Bank Indonesia perwakllan nasyéraka: ]
Provinsi Gorontalo sampai dengan periode April 2015, BEPOSito terg

bahwa jumlah bank yang ada adalah 21 buah dengan
jumlah kantor bank sebanyak 121 kantor yang tersebar di
6 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. Dari jumlah
bank yang ada sebanyak 14 buah bank umum
konvensional, bank umum syari’ah sebanyak 3 buah, dan
BPR sebanyak 4 buah. Permasalahan yang dlhadapu
oleh kanto bank Indonesia Perwakilan Gorontalo adalah
keberadaan status bank itu sendiri yang sebagian besar
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= dan Otoritas
2nk Indonesia
, moneter dari
JK melakukan
=nsial. Artinya,
, individu tidak
ainkan sudah

asa Keuangan

an lembaga
jasa Keuagan
ysan perbankan
2 tidak berbelit,
bahkan sangat
p pertumbuhan
Inya yangada di
nesia perwa'kil'arvi
iode April 2015,
241 buah dengan
- yang tersebar di
ntalo. Dari jumiah
sh bank umum
nyak 3 buah, dan
n yang dihadapi
Gorontalo adalah

\g sebagian besar

adalah bank dengan status cabang pembantu, sehingga
dalam melakukan pengawasan dalam upaya penilaian
kinerja perbankan sangat terhambat oleh fungsi
makroprudensial Bank Indonesia.

Salah satu item dalam implementasi good
corporate governance adalah akuntanbilitas dan
transparasnsi perbankan khususnya di Provinsi
Gorontalo masih belum optimal dan efektif dalam
membantu perekonomian pemerintah daerah. Kendala
utama adalah sebagian besar laporan perbankan dengan
status cabang pembantu tidak melalui kantor Bank
Indonesai perwakilan Prov. Gorontalo, melainkan
langsung ke cabang dimana Bank tersebut berada.
Indikasinya adalah angka Loan to Deposite Ratio (LDR)
di Provinsi gorontalo sangat tinggi dan tergolong tidak
wajar yakni 213,25%. Artinya bahwa rasio simpanan
masYarakatA(DPK) yang terdiﬁ .dari 'gifo, fabungan dan
deposito terhadap total kredit sangat tinggi. Jumlah
simpanan masyarakat masih lebih sedikit dibandingkan
gan jumlah kredit, atau dengan kata lain bahwa
ampuan bank dalam menyediakan dana kedalam
llitas kredit sangat rendah.

ood Corporate

overment 31



Tabel 31 melalui k=
Perkembangan dana DPK Perbankan se-Provins Sorontalo, -
Goprotalo Periode Januari — April 2015 minat mas. -
Perkembangan jumlah DPK '
Sumber (jutaan rupiah)
DPK L Perk:-
Januari Febr. Maret se-Provin:
Giro
757,497,995 | 697,592,636 | 811,507,676 | 749192
Tabungan
- 1,876,292,186 | 1,837,910,219 | 1,897,693,908
Deposito
1,143,232,956 | 1,275,301,800 | 1,313,370,996 o
Jumlah
Total 3,777,023,137 | 3,810,804,655 | 4,022,572,581 b

Sumber

: Data olahan Bl

Dari data diatas terlihat perkembangan jumlah dana =

DPK perbankan se-Provinsi Gorontalo periode bulan

omena terms

Januari sampai dengan April 2015. Dari penjelasan pihak yang dit=s
Bank Indonesia perwakilan Gorontalo, terjadinya da periode =
penurunan jumlah dana DPK di bulan April dibandingkan Inderung man
dengan bulan Maret salah satu penyebabnya adalah masyaran:
adanya bank yang menurunkan statusnya dari kantor sl wawancas
cabang menjadi kantor cabang pembantu. Hal ini kajian stz
berdampak pada pelaporan bank tersebut yang tidak lagi ontalo bass
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shankan se-Provinsi

— April 2015

jumiah DPK
piah)

Maret

April

§$11.507,676

749,192,891

897,693,908

1,893,907 ,4€

313,370,996

1,3261326’

022,572,581

3,969,427.2

ibangan jumlah dana
italo periode bulan
)ari penjelasan pihak
yrontalo, terjadinya
n April dibandingkan
enyebabnya adalah
atusnya dari kantor
Hal im

pembantu.

sebut yang tidak lagh

i 8,203,314,419

5,174,048 357

8,253,657,606

yang diterima oleh perbankan se

g.

Tabel 3.2

5,227,760,874

8,420,975, 877 8,464,699 522

Indonesia Perwakilan prov.
oalan |
minat Masyarakat dalam menabun

Jenis
ﬁ 966, 1 44,693
s 2,110,143,791

ain yakni menururnnya

5,266,539,453

-Provinsi Gorontalo

» Sémentara Sumber
masyarakat (DPK) justry terja

di-penurunan. Dari
Wawancarg Peneliti dengan sal



masalah perbankan di provinsi Gorontalo khususnyz
dimana LDR yang ada sangat tidak wajar hinggz
200%. kredit
perbankan sangat tinggi, sementara kemampuan bank

mencapai angka diatas Penyaluran
dalam menyediakan dana untuk kepentingan kredit sangat

rendah.

Permasalahan  kinerja  perbankan diprovinsi

Gorontalo tersebut diatas, pada umumnya masih
dikatakan wajar sepanjang kondisi likwiditas perbankan
masih terjaga. Good corporatye governance merupakan
model pengawasan terhadap perbakan oleh Bank
Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam UU No 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 4 ayat 2
menyebutkan bahwa,Bank Indonesia adalah lembaga
negara yang independen, bebas dari campur tangan
pemerintah dan atau pohak lainnya_.v Ini mensyaratkan
bahwa Barﬁ indonesia sudah mulai melakukan
pembenahan dari strukur pengawasan bank dengan
badan supervise hingga bentuk pengaturan hukumnya,
yang dikenal dengan peraturan Bank Indonesai untuk
meningkatkan tatakelola perbankan yang baik yang biasa

disebut dengan Good Corporate Governance.

34 Hais Dama

PELA
GOVER®
KINE?

*alangan -
sudah berjz
Seberapa bz

nerapkar



5 khususnya
wajar hingga
juran  kredit
ampuan bank
) kredit sangat

an diprovinsi
ymnya masih
tas perbankan
hce merupakan
.;n oleh Bank
am UU No 23
, pasal 4 ayat 2
adalah lembaga

campur tangan
ni mensyaratkan
ulai  melakukan
n bank dengan
turan hukumnya:

indonesai unt
g baik yang bia

)ance.

BAB IV
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI
GORONTALO

Penerapan Good Corporate Governance di
langan perbankan khususnya di Provinsi Gorontalo
ah berjalan lama dan bervariasi, artinya terdapat
rapa bank umum konvensional yang sudah lama
rapkar], namun terdapat pula yang baru. Di
esia penerapan good Corporate Governance pada
a ditujukan untuk membenahi system perbankan
terkena dampak krisis moneter pada tahun 1997
I dengan 1998. Pelaksanaan Good Corporate
ance dikalangan perbankan di provinsi Gorontalo
ini masih memiliki banyak kendala sehingga tidak

normal sebagaimanamestinya._ Penyebabnya
2in disebabkan oleh:
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Keberadaan kantor bank tersebut yang masih berstat. Bagi
cabang pembantu, sehingga dalam penerapan mem-
pelaporan dan tanggungjawab dan informasi tidak pelay:
secara langsung diperoleh oleh stakeholder. seme-
Rentang kendali manajemen bank yang ada di Provinsi acuar
Gorontalo masih terlaiy panjang khususnya antara masy:
dewan komisaris, direksi dan manajemen level wawa-
menengah dan bawah. Bank
Profesionalisme karyawan dalam menjalankan sistem Gorop-
Good Cormporate Governance masih rendah. seben:z-
Dalam proses pelaksanaan Good Corporate membs=
Governance pada prinsipnya harus memenuhi standar secarz -
dari International Best Practices mengernai prinsip Good sendiri
Corporate Governance, perbankan di Provinsi gorontaloe bank :=
masih diperhadapkan dengan persoalan kesadaran kondis:
dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang adalah «
ada. Aspek yang perlu mendapat perhatian tersebu saat ini -
adalah: goronta'-
1. Aspek Transparansi dilaksanz:
Penerapan aspek transparansi adalah penjelasan melalui +
secara terbuka dan jelas terkait dengan selurus sehinggz
prosedur  pelaksanaan pelayanan  perbankan terhadap
berdasarkan persyaratan yang ada. Kegiatan Provinsice
transparansi dalam penerimaan informasi  danm ditujukan
prosedur kegiatan sangat penting bagi penggunz secara ks
perbankan itu sendiri dan juga bagi manajemen bank yang hars
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Bagi pengguna (stakeholder) transaparansi sangat

membantu dalam mempermudah untuk mendapatkan

masih berstatu

s penerapan

formasi tidak pelayanan yang cepat dan maksimal dari bank,
- sementara bagi manajemen perbankan, ini manjedi
ada di Provinsi acuan dalam melakukan pelayanan  kepada

masyayarakat pengguna (stake holder). Dari hasil
wawancara peneliti dengan salah seorang kepala

Bank Konvensional milik pemerintah di provinsi

jsusnya antara
level

inajemen
Gorontalo, pelaksanaan transparansi perbankan
sebenarnya  sudah  dilakukan dengan cara
memberikan pelaporan kepada Bank Indonesia
secara berkala, hal ini dilakukan dalam upaya bank itu

jalankan sistem

ndah.

sood Corporaté
~menuhi standar
rai prinsip Good
>rovinsi gorontalo

sendiri untuk menunjukkan kondisinya kesehatan
bank tersebut baik dari sisi manajemen maupun

alan kesadaran kondisi keuangannya. Yang menjadi persoalan
o

1g-undanga" yang

erhatian terseb

adalah, keberadaan bank swasta konvensnonal yang
saat ini berstatus bank cabang pembantu di provms:
gorontalo.  Sistem  transparansi  tidak dapat
ksanakan sepenuhnya karena pelaporannya tidak
alui Bank Indonesia perwakilan  Gorontalo,
¢ dengan sel ingga hal ini dianggap kurang berkontribusi
anan  perba dap penilaian kinerja perbankan di
| ada. Kegi nsiGorontalo. Transparansi pada dasarnya
n untuk menunjukkan kondisi kesehatan bank

sdalah penjel@

n informasi
ng bag‘ pen
gi manajemen

keseluruhan, namun tetap ada beberapa hal
harus dirahasiakan, yang menjadi rahasia bank
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fefhadap nasabah atau stake holder seperti keadaan

jumlah simpanan mupun pinjaman dari nasabah

secara personal. D, !
Beberpa unsur yang perlu dipenuhi perbankan dalam
penerapan CGC khususnya dalam aspek transparansi
yaitu:
- Adanya penjabaran tugas dan tanggungjawab
dewan komisaris dan direksi untuk setiap bank. ke
- Adanya laporan tentang kelengkapan dan c. F
] pelaksanaan tugas komite, meliputi unsure i
keprofesioanalan dari setiap komite. p=
- Program kerja komite dan realisasinya. ms=
- Penerapan sistem manajemen resiko dan K-
penendalian internal pre
- Penyediaan dan sumber dana besar dari setiap ke:
bank. be
: Rencana strategic bank. ks:
- Transparansi bidang keuangan dan non keuangan berdasarie
lainnya. Gorontalc
2. Aspek Akuntabilitas pembant.
Merujuk pendapat yang di sampaikan oleh Borontalo
Kesnohadi, akuntabilitas dapat dilihat dari 3 aspek, Idonesia 1
yaltex . Penilaian =
a. Legalitas, vyaitu pertanggungjawaban yang erkendalz
bersandar kepada sarana control internal dalam Silakukan =
bentuk legalitas yang menghubungkan tindakan Ihdonesai 8
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i keadaan

gari nasabah

srbankan dalam
ek transparansi

tanggungjawab
setiap bank.
engkapan dan
meliputi  unsure
e.

gnya.
n resiko dan

pesar dari setiap

lan non keuangan

sampaikan oleh
ihat dari 3 aspek,

dalam wilayah dan proses yuridis organisasi
tersebut berada.

. Manajemen organisasi, yaitu pertanggungjawaban

hubungan secara hirarkis antara pusat-pusat
pertanggungjawaban dengan unit-unit, dimana
garis komando dilakukan. Hubungan yang
dimaksud dapat dilakukan melalui hubungan yang
bersifat formal.

. Profesionalisme, yaitu bentuk tanggungjawab yang

diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan
pada kepentingan nasabah (stakeholder) tanpa
mengabaikan  organisasi secara meyeluruh.
Konsep profesionalisme ini bermaksud dalam
proses pelayanannya tidak berpihak pada
kepentingan-kepentingan yang tidak

bertanggungjawab yang dapat merugikan.

Keadaan bank-bank di provinsi Gorontalo

berdasarkan data dari bank Indonesia KPw Prov.
Gorontalo sebagian besar adalah kantor cabang
pembantu  yang berkedudukan di wilayah prov.

rontalo. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bank

onesia KPw Gorontalo dalam melakukan kajian dan

ilaian terhadap kinerja perbankan itu sendiri sangat

ngjawaban  yang endala dengan hal ini, dimana, pelaporan yang
trol internal dalam

jbungkan tindakan

ukan secara akuntable tidak diterima oleh Bank

nesai KPw Gorontalo, melainkan langsung diaporkan
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dalam wilayah dan proses yuridis organisasi
tersebut berada.

b. Manajemen organisasi, yaitu pertanggungjawaban
hubungan secara hirarkis antara pusat-pusat
pertanggungjawaban dengan unit-unit, dimana
garis komando dilakukan. Hubungan yang
dimaksud dapat dilakukan melalui hubungan yang
bersifat formal.

c. Profesionalisme, yaitu bentuk tanggungjawab yang
diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan
pada kepentingan nasabah (stakeholder) tanpa
mengabaikan organisasi secara meyeluruh.
Konsep profesionalisme ini bermaksud dalam
proses pelayanannya tidak berpihak pada
kepentingan-kepentingan yang tidak

bertanggungjawab yang dapat merugikan.

Keadaan bank-bank di provinsi Gorontalo
berdasarkan data dari bank Indonesia KPw Prov.
Gorontalo sebagian besar adalah kantor cabang
pembantu yang berkedudukan di wilayah prov.
Gorontalo. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bank
Indonesia KPw Gorontalo dalam melakukan kajian dan
penilaian terhadap kinerja perbankan itu sendiri sangat
terkendala dengan hal ini, dimana, pelaporan yang
dilakukan secara akuntable tidak diterima oleh Bank

Indonesai KPw Gorontalo, melainkan langsung diaporkan
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pada kantor perwakilan didaerah lain dimana kantor
cabang bank tersebut beroperasi. Hal ini juga diperkuat
oleh belum adanya lembaga Otoritas Jasa Keuanngan
(OJK) di provinsi Gorontalo yang dalam hal ini memiliki
kewenangan dalam menerima laporan akuntable antar
bank secara individu sebagaimana fungsi lembaga
tersebut yaitu menjalankan fungsi mikroprudensialnya.
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Jabaran data diatas menunjukkan keberadaan
kantor Bank yang ada dalam wialayah Provisni Gorontalo
yang melakukan pelaporan pada kantor Bank Indonesia
K.Pw Provinsi Gorontalo berdasarkan kode bank yang
bersangkutan. Total bank yang melakukan pelaporan
langsung adalah 18 buah dari total kantor bank di
provinsi  Gorontalo yakni sebanyak 21. Jabaran ini
mengidikasikan bahwa tidak maksimalnya penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia perwakilan
Prov. Gorontalo, dikarenakan potensi yang seharusnya
bias dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
daerah tidak salah satunya tidak terpenuhi, yakni dari
rasio LDR yang ada.

3. Aspek Responsibilty dan Tanggungjawab
Aspek ini lebih mengarah pada kegiatan bank dalam
menjalankan peraturan dan perundang-undangan
yvang berlaku s'éat ini. Dafafﬁ perkémbanganﬁya,
undang-undang perbankan sudah mengalami 3 kali
perubahan yang didasari oleh adanya permasalahan
dibidang moneter, Antaranya:

- UU Perbankan No 14 than 1967

= UU Perbankan No 7 tahun 1992

= UU Perbankan No 10 tahun 1998.

Perubahan Peraturan perundang - undangan tersebut

Sidasari oleh berbagai permasalahan Moneter yang
adi di Indonesai yang berdampak pada lemahnya
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sistem manajemen perbankan saat itu. Tujuann, =
adalah dalam upaya menciptakan manajemen
perbankan yang sehat, meminimalisisr penyimpangan
dan penyalahgunaan dana dan kekuasaan, ser=
menciptakan  iklim kepedulin  bank terhadap
tanggungjawab social.

Penerapan  Good Corporate  Governance
perbankan di Provinsi Gorontalo menurut penjelasan
Manajer unit kajian statistik dan survey Bank
Indonesia cabang GorontaloBp. Arnold Sawotong.
pada dasarnya telah berjalan dengan baik utamayz
dalam aspek responsibility dan tanggungjawab. Bank-
bank yang ada sat ini telah melakukan pelaporan
CGC pada perwakilan Bank Indonesai  Gorontala
terkait dengan apa dan bagaimana tanggungjawas
manajemen mulai dari dewan direksi, komisaris
s.arhpai'dé'ngén' staf tingi(at bawah. Misalkan saz=
terdapat laporan bahwa tugas dan tanggungjawas
Dewan Komisaris meliputi telah melaksanakan tugas
dan tangung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan
pengawasan  atas  kebijakan  Direksi dalam
menjalankan  usaha Bank, mengevaluasi da=
menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan
kebijakan manajemen risiko serta memutuskan
permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan

dengan transaksi atau kegiatan usaha yang
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u. Tujuannya

manajemen
yenyimpangan
;asaan, serta
w  terhadap

Governance
jut penjelasan
survey Bank
id Sawotong,
baik utamaya
gjawab. Bank-
an pelaporan
sai  Gorontalo

anggungjawab

si, -Komisaris

Viisalkan saja
inggungjawab
anakan tugas
tu melakukan
eksi  dalam
valuasi dan
an  tahunan,
memutuskan
ng berkaitan

usaha yang

melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris
juga melakukan upaya pembinaan dan
pengembangan agar rencana bisnis Bank dapat
berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
Prinsip kehatihatian dan tatakelola yang baik
merupakan salah satu prinsip yag dipegang teguh
oleh kalangan perbankan dalam menjalankan
usahanya, karena pada dasarnya setiap bank
mengelola dana yang bersumber dari masyarakat
berupa simpanan Giro, Tabungan dan Deposito dan
kembali menyalurkannya kepada masyarakat dlam
bentuk  kredit, tatakelola yang baik dan
bertanggungjawab akan menghasilkan spreed yang
positif.
Aspek Kewafaran dan keadc(an
Penilaian terhadap aspek ini mehputl keglatan

bank terhadap perlakian yang sama terhadap

keseluruhan pemegang saham, baik yang minoritas,

terutama bagi pihak asing. Dalam konteks ini bahwa

seluruh para pemegang saham baik yang saham

biasa, asing, maupun saham prefer memiliki

kesempatan yang sama terhadap hak-hak mereka

dalam perusahan/bank.
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BABV
PEMILIHAN ALTERNATIF PEMECAHAN
MASALAH DALAM PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI
PROVINSI GORONTALO

Dari berbagai persoalan dalam rangak penerapan

Good Corporate Governance dikalangan perbankan di = --

provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan kinerja,
pilihan alternative yang dapat dilakukan antara lain:

1. Adanya niat baik dari kalangan perbankan baik
terutama bank swasta yang berkedudukan di
Provinsi Gorontalo, untuk dapat meningkatkan
statusnya dari kantor cabang pembantu menjadi
kantor cabang. Tujuannya adalah membantu Bank
Indonesai Perwakilan Gorontalo dalam melakukan
penilaian kinerja, khususnya dibidang keuangan
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terutama menyangkut aspek Loan To Deposite Bank |-

Ratio (LDR) dapat -

2. Bank Indonesia perwakilan Gorontalo perlu secara bahwa
aktif meminta agar lembaga Otoritas jasa keuangan Govern-
seharusnya sudh membuka kantor di Provinsi masih -
Gorontalo, sehinga memudahkan bank-bank yang mendalz
tadinya hanya berstatus cabang pembantu menjadi pembot
kantor cabang, sehingga pelaporannya dapat G
diterima dan bisa berkontribusi terhadap Perwak -
perekonomian daerah. pelaksar:

’ Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan perbankz-
di provinsi Gorontalo masuk dalam kategori kurang baik. walaupur
yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kinerja masih k_
perbankan itu sendiri, namun oleh karena kurangnya Gorontal-
kesadaran boleh dikatakan demikan dari perbankan d pengawas
provm3| gorontalo khususnya yang masih berstatus 9ank yar:
cabang pembantu untuk menaikkar statusnya menjan untuk  me
kantor cabang. Erutama =
Raka Dewantara dalam tulisannya mengatakan istakeholo=
bahwa sebagai lemmbaga keuangan public Bank ‘hasil pen=
Indonesai dituntut untuk menerapkan Good Corporate masyarakz=

Governance sebagaimana yang diamanatkan dalam
peraturan Bank Indonesai No 8/4/PBI/2006 pasal 3 yang
menyatakan bahwa “Bank Indonesai melakukan
Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate
Govemance”. Pelaksanaan Good Corporate Governance
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Bank Indonesai bagaikan dua sisi mata uang yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Raka menyatakan
bahwa, perkembangan penerapan Good Corporate
Governance pada perbankan di Indonesia khususnya
masih terjadi perubahan dan perlu kajian yang lebih
mendalam, hal ini disebabkan masih terdpatnya
pembobolan bank yang dilakukan oleh internal bank.

Khususnya di provinsi Gorontalo, Bank Indonesai
Perwakilan Gorontalo perlu lebih aktif dalam mengawasi
pelaksanaan Good Corporate Governance dikalangan
perbankan yang ada dalam wilayah pengawasannya,
walaupun masih terdapatnya berbagai kendala termasuk
masih kurangnya kewenangan Bank Indonesia KPw
Gorontalo dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga
pengawas bank. Bank Indonesia wajib mendorong bank-
bank yang berkedudukan di wnlayah Provinsi Gorontalo
untuk melaksanakan Good Corporate Governarnce,
terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat
(stakeholder). Walaupun kenyataannya sudah cukup baik
(hasil penelitian sebelumnya tentang bagaimana persepsi
masyarakat terhadap pelayanan bank di Provinsi
Gorontalo).
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A. Rancanganmodel pelaksanaan Good Corporate Goronta -

Governance dalam meningkatkan kinerja yaitu: T

perbankan di Provinsi Gorontalo. Kewajarz-

1. Tran:

Gambar 5.3 kond

Model penerapan Good Corporate Governance jumiz

Perbankan di Provinsi Gorontalo. Trans
men -
men :
terse:
kred-
bahv.=
pertu—
Goro-=

2. Akup=

bank-z=

Responsibility «

pelapz
Keszz=
akunizs
diuku &

cabarg

Kewajaran dan
keadilan

pembam
Indon=s

Penerapan Good Comporate Governance dalam langs.my

upaya meningkatan kinerja perbankan di provism
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g Corporate Gorontalo pada dasarnya merujuk pada 4 hal (prinsip)
kinerja yaitu: Transparansi, Akuntanbiltas, Responsibility dan

Kewajaran/keadilan.

1. Transparansi merujuk merujuk pada transparansi

kondisi keuangan bank, transparansi dalam hal
overnance
alo.

jumlah  DPK dan jumlah  penyaluran  kredit.
Transparansi ini sangat dibutuhkan dalam rangka
membantu bank Indonesia perwakilan Gorontalo
menilai kinerja perbankan dari segi kemampuan bank
tersebut dalam menyediakan dana untuk kepentingan
kredit atau pinjaman nasabah. Disamping itu pula
bahwa kajian ini sangat bermanfaat bagi penilaian
pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi
Gorontalo.
. Akuntanbilitas yang dapat dilihat dari keseriusan
bank-bank yang ada gi_Proyin,si gorontalo dalam hal
pelaporan  kondisi bahk Secara kerseluruhan.
Kesadaran bank dalam memberikan laporan secara
akuntabel sangat dibutuhkan. Keseriusan ini dapat
diukur dari kemauan direksi yang membuka kantor
cabang, atau menaikkan status kantor cabang
pembantu menjadi kantor cabang, sehingga Bank
Indonesai perwakilan Gorontalo dapat menerima

angsung laporan bank tersebut dengan baik.
nance d
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3. Responsibility

Responsibility merupakan aspek ke tiga yang sanga' 4. Kews :
penting bagi kegiatan perbankan. Aspek in Aspe+

merupakan salah satu indicator yang digunakans Corpc

dalam menganalisis kemampuan bank dalam lainny -
melakukan pelayanan terhadap nasabah. Dalam aspek

penelitian sebelumnya (‘Hais Dama’ ServQua manai-
perbankan-2014), khususnya di Provinsi Gorontake operas

aspek responsibility perbankan terhadag bank -
nasabah/stakeholder ~memiliki nilai kinerja sanga Secas";
baik. Dari survey yang dilakukan pada penelitizs dari -
tersebut, sebagai besar responden menjawab, selama pemeg:
ini kegiatan pelayanan perbankan dinilai dari s=g tidak =
responsibility manajemen bank, sangat baik dam keterbz-
sangat membantu mempercepat  pelayanas Untuk =
karyawan/manajemen terhadap nasabah. bank i
Dalam aspek  penerapan - Good Como bank =
Governance, juga didapati dari jumlah bank Perlakuz=
melakukan pelaporan terhadap Bank Indoness terhada: -

Perwakilan Gorontalo, bahwa pelaksanaan re
manajemen terhadap setiap kel
nasabah/stakeholder berjalan degan baik dan s
dengan SOP bank yang bersangkutan. Ke
utama adalah kewenagan dari manajemen b
masih sangat terbatas dalam hal penyeleasian

dikarenakan status bank tersebut.
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4. Kewajaran/keadilan

Aspek kewajaran dalam konteks penerapan Good
Corporate Governance sangat mendukung aspek
lainnya. Pemahaman manajemen bank terhadap
aspek ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi
manajemen diatasnya. Aspek ini mencerminkan
operasional bank dalam kontek bagaimana hubungan
bank yang ditinjau secara internal maupun eksternal.
Secasra internal bank, aspek kewajaran dapat dilihat
dari hubungan manajemen, direksi dan para
pemegang saham, namun pada bagian ini, peneliti
tidak menemukan penjelasan yang mendetail, karena
keterbatasan kewenagan manajemen bank tersebut.

Untuk aspek eksternal, terkait dengan operasional
bank itu sendln hal ini tercermm dalam hubungan )
bank tersebut dengan para stakeholder/nasabah

Perlakuan yang wajar dan adil manajemen bank

terhadap para stakeholder selama ini sudah baik.
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BAB VI
PENUTUP

Penerapan Good Corporate Governance dalam
kegeiatan perbankan pada dasarnya merupaka telah lama
diterpakan, namun masih terkendala pada tahap
implementasi, khususnya apada tingkat daerah.
Khususnya pada kalangan perbankan didaerah yang
selama ini dengan status kantor cabang, penerapan Good
rporate Governancedalam rangka peningkatan kienrja
nk sudah berjalan dengan baik, namun masih
endala pada rentang kendali bank tersebut seperti
tuk pelaporan yang dilakukan. Artinya bahwa
poran tersebut rhasih dipengaruhi oleh keberadaan
s bank di Provinsi gorontalo. Selama ini, bank
an status cabang telah melakukan pelaporan di
ah provinsi, namun untuk bank dengan status cabang
antu, melakukan pelaporan diwilayah dimana kantor
g bank tersebut berdiri.

Dari kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa
upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan dan
ntu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah,
ya pihak bank dapat melakukan langkah
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peningkatan status bank yang ada dari kantor
cabangpembantu menjadi kantor cabang penuh, sehingga
pelaporannya dapat dilakukan di perwakilan ba
Indonesai yangada di daerah, khususnya di Provinsi
Gorontalo. Disamping itu pula, perlu diupayakan
Provinsi Gorontalo segera berdiri lembaga Otoritas jasz
Keuangan, sebagai lembaga pengawas bank yang
berperan sebagai ~ pengawas dalam bidang
mikroprudensial. '

Alijoyc_ |
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